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Gain G Ge 
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah , Apostof ء
 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda, apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‟), 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab yang 
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama   




 Kasrah I I ا
1 Dammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 





  Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 






Huruf dan Tanda 
 
Nama 
...|           ..  fatḥahdan alif atau ا…I…ى         ا
yā‟ 
Ā a dan garis di 
atas 
 kasrahanyā‟ I i dan garis di ى
atas 
 ḍammahdan wau Ū u dan garis di وى
atas 
 
4. Tā‟ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang 
hidupatau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah yang transliterasinya 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah an yā‟ Ai a dan i ى




adalah [t]. Sedangkan tā‟ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭahdiikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā‟ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ),dalam transliterasinya ini 
dilambangkandengan perulangan huruf konsonan ganda) yang diberi tanda 
syaddah. Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ّ  .(maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i,(ى 
6. Kata Sandang 
  Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال 
alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
 Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (‟) hanya berlaku bagi hamzah 




ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah 
atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat yang sudah 
lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 
teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah (هالل) 
  Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah . Adapun   tā‟   marbūṭahdi   akhir   kata   yang   disandarkan   
kepadalafẓ al-Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
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Skripsi ini membahas mengenai “Kedudukan Menteri ad interim dalam 
Pemerintahan Indonesia (Tela‟ah Siyasah Syar‟iyyah). Terdapat 3(tiga) rumusan 
masalah dalam penelitian ini yakni: 1). Bagimana kewenangan Menteri ad interim 
dalam melaksanakan tugas Pemerintahan ?, 2). Bagaimana Urgensi Menteri ad 
interim dalam sistem Pemerintahan Islam, 3). Bagaimana argumen siyasi  teehadap 
Menteri ad interim berdasrkan siyasah syar‟iyyah ? 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 
research). Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), pendekatan syar‟i dan pendekatan historis. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara melakukan riset kepustakaan 
yakni mencari suatu data yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini. 
Setelah data diperoleh, maka kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif 
kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini ialah 1). Menteri ad interim secara garis besar hanya 
memiliki 2 kewenangan, yakni membuat laporan kepada Presiden dan melaksanakan 
perintah dari Presiden. 2). Urgensi Menteri ad interim dalam pemerintahan islam 
sangatlah dibutuhkan. Sebab jika ditinjau dari pandangan maslahah mursalahnya 
berdasarkan sejarah pada dinasti-dinasti Islam, maka keberadaan Menteri ad interim 
memberikan kemanfaatan dalam membantu Kepala Negara dalam terselenggaranya 
pemerintahan yang baik.  3). Terdapat tiga ahli islam atau siyasi yang memberikan 
pendapat mengenai Menteri ad interim ini. Ketiga siyasi tersebut ialah Imam Al- 
Mawardi, Ibnu Khaldun dan Muhammad Iqbal. ketiganya memiliki pendapat yang 
sama mengenai Menteri ad interim yakni Menteri ad interim hanya berpacu kepada 
perintah Presiden saja, Menteri ad interim tidak dapat membuat suatu aturan atau 
keputusan yang sifatnya strategi tanpa perintah dari Presiden.  
Implikasi dari penelitian ini ialah agar semua orang tahu eksistensi dari  
Menteri ad interim ini . selain itu, bisa sebagai bahan pertimbangan pembuat undang-







A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum.
1
 Hukum harus dimaknai sebagai kesatuan 
hirarkis dari tatanan norma hukum yang berpedoman terhadap konstitusi. Prinsip dari 
negara hukum ialah hukum yang memberikan suatu perintah, bukan manusia yang 
memberikan suatu perintah.
2
 Karakteristik yang menandakan sebagai negara hukum 
ialah adanya lembaga kekuasaan didalam penyelenggaraan negara.
3
 Hukum sebagai 




Penyelenggara kekuasaan negara memiliki peranan penting dalam 
mewujudkan tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana yang terdapat pada alinea ke 
empat pembukaan UUD negara republik Indonesia Tahun 1945 yang tujuannya untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
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  Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, Pasal 1 Ayat (3) 
2
 Jumadi, “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia”, Jurisprudentie 3, no.2 
(Desember 2016), h.119. 
3
 Jimmly ashidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h 281. 
4
Jumadi, “Negara Hukum Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum”, Jurisprudentie 
4 no. 1( juni 2017), h.69. 
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Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, sebagaimana yang telah 
diamanahkan didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di alinea keempat, perlu 
semua unsur  yaitu negara,manusia dan pasar haruslah mengacu kepada pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Sebab keduanya memberi kerangka susunan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Dimana, norma yang terkandung didalam Undang-Undang 
Dasar 1945 tidak hanya mengatur mengenai kehidupan politik. Namun juga mengatur 
mengenai kehidupan ekonomi dan sosial.
6
 
 Diperlukan alat atau lembaga untuk melaksanakan cita-cita bangsa indonsia. 
Maka dari itu dibentuklah beberapa lembaga negara yang diberikan kekuasaan untuk 
mengatur dan melaksanakan cita – cita bangsa Indonesia. Adapun lembaga kekuasaan 
penyelenggara  negara di Indonesia terdiri atas 3 kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif 
(eksekutif branch), kekuasaan legislatif (legislative power), dan kekuasaan yudikatif 
(judiciary). Kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang menentukan arah 
kebijakan pemerintahan dan menetapkan pertauran perundang-undangan pada tingkat 
tertentu. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang menjalankan fungsi 
pemerintahan dan melaksanakan perintah dari undang-undang dasar dan undang 
undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif merupakan cabang kekuasaan yang 
menguji materi dan formil didalam perundang-undangan.
7
 Ketiga kekuasaan tersebut 




Sistem pemisahan kekuasaan dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan 
atau penyalahgunaan dalam menjalankan kekuasaannya. Sehingga, perlu Check and 
                                                     
6
 Jumadi, “Negara Hukum Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum”, h.120. 
7
 Jumadi, “Negara Hukum Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum”, h.74. 
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Balance antar lembaga Negara. Hal ini sebagaimana didasarkan pada pemikiran 
Montesque, yang menganalogikan bahwa kekuasaan yang terlalu besar akan cendrung 
terjadinya penyalahgunaan wewenang, karena tidak adanya lembaga atau kekuasaan 
lain dalam menyeimbangkan kekuasaan yang besar itu.
9
 
Kekuasaan dalam negara diselenggarakan oleh suatu organisasi teknis yang 
disebut sebagai pemerintah.
10
 Kekuasaan pemerintah dipegang oleh Presiden yang 
memegang kekuasaan eksekutif. Sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan di Indonesia ialah sistem Pemerintahan Presidensil. Aspek Presidensil 
terletak pada kekuasaan Pemerintahan yang berada ditangan Presiden Republik 
Indonesia. Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri yang 
telah diangkatnya, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11
 
Ketiga kekuasaan tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berebeda-beda. 
Kekuasaan Eksekutif memegang kekuasaan Pemerintahan yang menjalankan 
peraturan Perundang-Undangan, kekuasaan Legislatif memiliki kekuasaan sebagai 
lembaga legislasi, pengawasan dan anggaran dan yang terakhir kekuasaan Yudikatif 
yang memiliki kekuasaan untuk mengadili.
12
 Khususnya kekuasaan Eksekutif 
dipegang oleh Presiden, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 
1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan 
                                                     
9
   Luthfi Ansori, Legal Drafting : Teori dan Praktik, h. 80. 
10
 Jumadi, “Beberapa Aspek Negara Dan Hukum Dalam System Hukum Adat,” 
Jurisprudentie 5, no. 2 (Desember 2018),h. 57.   
11
 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2014), h. 41. 
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 Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa Presiden sebagai 
pemegang kekuasaan Eksekutif yang memegang peranan penting dalam menjalankan 
tugas Pemerintahan di Indonesia. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh Menteri. Sebagaimana 
pada bab V tentang Kementerian Negara, tepatnya pada Pasal 17 Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:  
1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara. 
2. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan. 
4. Pembentukan, Pengubahan, dan pembubaran Kementerian negara diatur 
dalam Undang-Undang. 
Berdasarkan Pasal tersebut, dijelaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan 
penuh dalam memilih Menteri untuk membantunya selama menjabat sebagai 
Presiden. Selain itu, Menteri juga dapat diberhentikan oleh Presiden, berdasarkan 
otoritas dari Presiden Itu sendiri. Selain yang terdapat didalam UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai Menteri juga diatur didalam Undang-
Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 
Sama halnya dalam peradaban Islam, Menteri juga dikenal dengan istilah 
wizarat. Wizarat adalah para pembantu Khalifah. Imam Al Mawardi membagi 2 jenis 
wizarat yakni wazir Tafwidhi (pembantu khalifah bidang Pemerintahan) dan wazir 
tanfidzi (pembantu khalifah bidang administrasi). wazir Tafwidhi (pembantu khalifah 
bidang Pemerintahan) adalah wazir yang diangkat dan diserahi mandat oleh imam 
                                                     
13
Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Naskah Resmi UUD 1945:Amendemen Lengkap 




(Khalifah) yang bertugas untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan 
ijtihadnya sendiri, sedangkan wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang administrasi) 
adalah wazir yang hanya memiliki tugas untuk menjalankan tugas yang diberikan 
atau digariskan oleh wazir Tafwidhi. 
14
 
Seseorang dapat menduduki jabatan sebagai wazir, jika memiliki syarat-syarat 
yang telah ditetapkan oleh Khalifah atau dengan kata lain haruslah atas kemauan dari 
Khalifah, kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy).
15
 Seorang wazir ditunjuk oleh 
Khilafah untuk dapat membantu tugas-tugas dari Khilafah yang begitu banyak. 
Tentunya, Khalifah juga dapat memberhentika seorang wazir apabila sudah tidak 
dibutuhkan lagi atau berhenti atas kemauan wazir sendiri. 
Jabatan Menteri atau wazir menjadi jabatan yang paling banyak diidamkan 
oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan jabatan Menteri memiliki kekuasaan untuk 
menentukan suatu kebijakan strategis dibidangnya. Tetapi kekuasaan yang 
dimilikinya kadang disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan atau 
golongannya saja. Akibatnya, Menteri tersebut terjerat kasus hukum. Sehingga pada 
akhirnya, Menteri tersebut diberhentikan sementara atau secara permanen oleh 
Presiden. Pemberhentian secara sementara dilakukan agar Menteri tersebut 
menyelesaikan kasus hukum yang sedang dijalankannya. Jika sudah ada putusan yang 
berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan bahwa Menteri tersebut terbukti secara sah 
bersalah, maka Presiden dapat memberhentikannya secara permanen atau mencari 
penggantinya. 
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Tercatat sudah ada ada beberapa Menteri yang telah tertangkap oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi khususnya di era Pemerintahan Joko Widodo, diantaranya 
Imam Nahrawi  (mantan Menpora), Idrus Marham (mantan Menteri Sosial), Menteri 
Kelautan dan Perikanan yakni Edhy Prabowo dan yang terbaru mantan Menteri sosial 
2019-2024 Juliari Batu Bara. Akibatnya, posisi dari Menteri tersebut menjadi 
kosong.Sehingga, untuk mengisi kekosongan jabatan Menteri tersebut, maka Presiden 
menunjuk Seseorang untuk mengisi jabatan tersebut untuk sementara waktu sampai 
adanya pengganti yang ditunjuk secara resmi oleh Presiden. Seringkali jabatan ini 
disebut sebagai Menteri ad interim atau Menteri pelaksana tugas. 
Selama Joko Widodo menjadi Presiden, sudah ada beberapa Menteri yang 
ditunjuk sebagai Menteri ad interim diantaranya Menteri Pertanian yakni Syahrul 
Yasin Limpo sebagai Menteri ad interim Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat 
Menteri Sekretaris Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020 yang 
menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang 
ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait perizinan 
tambak,usaha, atau pengelolaan perikanan atau perairan sejenis lainnya diTahun 
2020. Selain itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Prof. Muhadjir Effendi yang ditunjuk sebagai Menteri ad interim di 
Kementerian Sosial yang menggantikan Juliari Batu Bara terkait Korupsi dana 
Bantuan Sosial. 
Keberadaan Menteri ad interim sebagai pejabat Menteri sementara dianggap 
tidak begitu berarti. Sebab, kedudukan dan wewenangnya tidak begitu jelas dalam 
sistem Pemerintahan dan Menteri ad interim juga tidak dapat mengeluarkan suatu 




juga mengangkat Menteri ad interim  dari kalangan Menteri itu sendiri, sehingga 
terjadi tumpang tindih dalam memegang suatu jabatan di dua Kementerian yang 
berbeda. 
Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 
“KEDUDUKAN MENTERI AD INTERIM DALAM PEMERINTAHAN 
(Tela’ah Siyasah Syar’iyyah)”. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan pokok masalah yang terdapat dilatar belakang tersebut 
diatas, yakni Keberadaan Menteri ad interim sebagai pejabat Menteri 
sementara atau pelaksana dianggap tidak begitu berarti. Sebab, kedudukan dan 
wewenangnya tidak begitu jelas dalam sebuah pemerintahan. maka dari itu, 
terdapat beberapa sub masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana Kewenangan Menteri Ad Interim dalam Melaksanakan Tugas 
Pemerintahan ?    
2. Bagaimana Urgensi Menteri Ad Interim dalam Pemerintahan Islam ? 
3. Bagaimana Argumen Siyasi Terhadap Menteri Ad Interim Berdasarkan 
Siyasah Syar‟iyyah ?  
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Kedudukan Menteri ad interim,terdapat tiga kata dalam kalimat 
tersebut yakni kedudukan, Menteri dan ad interim. yang dimaksud 
dengan kedudukan adalah suatu tempat atau posisi yang dijabat oleh 
seseorang dan memiliki kekuasaan. Dimana kekuasaan yang 




masyarakat. Menteri adalah orang yang diangkat oleh Presiden untuk 
membantu Presiden dalam menjalankan roda Pemerintahan.
16
 Selain 
diangkat oleh Presiden, seorang Menteri juga dapat diberhentikan oleh 
Presiden. Menteri diberikan wewenang oleh Presiden untuk memimpin 
suatu Kementerian dibidang tertentu dalam Pemerintahan. Sistem ini 
biasanya terdapat dalam suatu negara yang menggunakan sistem 
Presidensil.
17
 Dalam Islam, Menteri juga dikenal dengan istilah 
wizarat. Wizarat adalah para pembantu Khalifah. Imam Al Mawardi 
membagi 2 jenis wizarat yakni wazir Tafwidhi (pembantu khalifah 
bidang Pemerintahan) dan wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang 
administrasi). Adapun yang dimaksud dengan Ad interim, menurut 
kamus besar bahasa indonesia ad interim adalah untuk sementara 
waktu.
18
 Jadi yang dimaksud dengan kedudukan Menteri ad interim 
adalah posisi jabatan Menteri yang masa jabatannya sangat singkat. 
Dimana posisi yang dimilikinya berpengaruh dalam pemerintahan.  
2. Pemerintahan Indonesia, adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas 
penyelenggara negara di Indonesia yang dilakukan oleh organ-organ 
negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan 
kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan.
19
 
3. Siyasah Syar‟iyyah secara etimologi siyasah syar‟iyyah berasal dari 
kata syari‟i yang memiliki arti sesuatu hal yang sifatnya syar‟i atau 
suatu peraturan politik yang sifatnya syar‟i, sedangkan secara 
                                                     
16
 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar1945, bab V, pasal 17 Ayat (1). 
17
Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Jakarta:PT. 
RajaGrafindo, 2014), h.90.  
18







terminologi siyasah adalah suatu tindakan atau kebijakan yang diambil 
oleh penguasa atau pemerintah yang memiliki tujuan untuk menjaga 
kemaslahatan rakyatnya dengan tidak bertentangan dengan nash, baik 
secara ekspilisit maupun yang tidak ada. 
Siyasah Syar‟iyyah dapat diartikan sebagai suatu keadaan dalam 
mengambil kebijakan dalam menghadapi suatu masalah yang berdasarkan 
syari‟at. Para mukallaf merumuskan Siyasah Syariah sebagai suatu pengelolaan 
masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin  terciptanya 
kemaslahatan serta terhindarnya kemudaratan bagi masyarakat Islam,dengan hal 
tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam maupun prinsip-prinsipnya 
yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. 
Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa masalah umum dari umat Islam ialah 
segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di 
dalam bidang peradilan, eksekutif, moneter, Perundangan, Keuangan, masalah 
dalam negeri maupun masalah hubungan internasional.
20
 
D. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu penunjukan Menteri 
ad interim dalam perspektif Siyasah Syari‟ah. Adapun sumber yang menjadi 
rujukan dalam Penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Usman Jafar, dalam jurnal yang berjudul “Kekuasaan dalam tradisi 
pemikiran politik Islam (Refleksi atas pemikiran politik Islam). Pada 
jurnal ini dijelaskan bahwa kekuasaan yang mutlak berada pada pencipta 
alam semesta ini yakni Allah SWT. Akan tetapi, kekuasaan dari Allah 
SWT didelegasikan kepada manusia sebagai Khalifah di muka bumi. 
Manusia diberikan kekuasaan oleh Allah SWT untuk menjalankan 
perintah dalam memimpin Pemerintahan yang adil dan dapat 
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mensejahterakan umat manusia. Hal yang membedakan dengan penelitian 
ini ialah jurnal ini tidak menjelaskan mengenai keberadaan Menteri ad 
interim baik dalam tataran hukum nasional maupun hukum Islam. 
2. Sri Soemantri M, dalam bukunya yang berjudul ”Hukum tata negara 
Indonesia (pemikiran dan pandangan). Buku ini terdiri dari 27 Bab yang 
dimana berisi kumpulan pemikiran dan masalah-masalah yang terdapat 
pada hukum tata negara yang dipiih dari berbagai tulisan dan makalah 
yang disusun oleh Penulis sendiri.selain itu, pada buku ini  membahas 
sistem ketatanegaraan baik secara nasional maupun secara global. 
Sedangkan dalam penelitian ini, membahas mengenai penunjukan 
Menteri ad interim oleh Presiden baik dalam perspektif tata negara 
nasional maupun tata negara Islam. 
3. Imam Al-Mawardi, dalam buku yang berjudul ahkam sulthaniyah (sistem 
pemerintahan Khalifah Islam). Buku ini membahas mengenai  tentang 
sistem politik, administrasi, keuangan, Peperangan,  dan sosial didalam 
negara Khilafah pada zamannya. Hubungannya dengan penelitian ini 
ialah pada Bab 2 menjelaskan mengenai wazir atau Pembantu Khalifah / 
Menteri. Bedanya dengan penelitian ini ialah pada penelitian ini akan 
membahas mengenai keberadaan Menteri sementara atau Menteri ad 
interim baik dalam tata negara nasional maupun tata negara Islam atau 
siyasah syariah.  
4. Sigit Egi Dwitama, dalam jurnal yang berjudul “Kewenangan pelaksana 
tugas Menteri dalam mengambil keputusan dan tindakan yang bersifat 
strategis berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. Jurnal ini menjelaskan mengenai keputusan 
yang dikeluarkan oleh Menteri sementara atau ad interim yakni Luhut 
Binsar Panjaitan yang mengeluarkan keputusan nomor 6752 K/70/2014 




ESDM. Hal yang membedakan dengan penelitian ini ialah penelitian ini 
akan membahas mengenai peran dari Menteri ad interim atau Menteri 
sementara selama menjalankan tugasnya. Selain itu, akan dikaji juga baik 
secara hukum tata negara nasional maupun hukum tata negara Islam 
terkait keberadaan Menteri ad interim dalam sistem Pemerintahan. 
5. Ridwan HR dalam buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara. 
Buku ini membahas mengenai kewenangan suatu pejabat pemerintah 
dalam mengambil suatu kebijakan. Selain itu, dalam buku ini 
memberikan gambaran kompherensif mengenai ruang lingkup hukum 
administrasi negara secara umum. Hal yang membedakan buku ini 
dengan penellitian yang akan diteliti ialah pada buku tersebut tidak 
menjelaskan secara spesifik mengenai keberadaan Menteri ad interim 
dalam mengambil suatu kebijakan atau kewenangan dari Menteri ad 
interm itu sendiri.  
E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah 
penelitian kepustakaan (library research). Jenis Penelitian pustaka ini 
mengacu pada data atau bahan-bahan yang dikumpulkan melalui riset 
kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian 
ini. 
2. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis dan 
Pendekatan Syar‟i. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan 




regulasi yang berkaitan dengan maslah yang akan diteliti.
21
 Pendekatan 
historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan membahas sejarah paa 
objek penelitian,Sedangkan Pendekatan Syar‟i ialah pendekatan dengan 
memperhatikan beberapa ketentuan – ketentuan yang terdapat dan telah 
diterapkan dalam Islam secara keseluruhan, khususnya membahas 
mengenai Siyasah syar‟iyyah.  
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber 
data primer dan Sumber data sekunder. Sumber data primer adalah 
sumber yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas. Sumber data 
terdiri atas dua yakni : 
a. Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat autoratif 
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas 
Perundang-Undangan,Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi 
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.
22
  
b. Sumber data sekunder adalah sumber yang berupa publikasi, seperti 
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan.
23
  
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan 
melakukan riset kepustakaan (library research). Dimana, metode riset 
kepustakaan (library research) dilakukan dengan mencari data yang 
berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Selain itu, juga diperoleh 
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dari dokumen-dokumen yang ada, baik dokumen yang berbentuk tulisan 
(peraturan dan keputusan), maupun dokumen yang berbentuk elektronik. 
Pada intinya, Pencarian data dilakukan berdasarkan data yang berasal dari 
data primer dan data sekunder. 
5. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data ialah suatu rangkaian proses untuk 
mengelolah data yang telah diperoleh kemudian dielaborasikan dan 
diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat 
penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam mengelolah data 
dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1. Identifikasi data, yang dimaksud dengan Identifikasi data 
adalah pengenalan dan pengelompokan data yang relevan 
dengan penelitian ini yakni penujukan Menteri ad interim 
dalam pespektif siyasah syariah. 
2. Reduksi data, yang dimaksud dengan reduksi data adalah 
suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih data yang 
dianggap relevan pada penelitian ini. Hal ini bertujuan agar 
pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah dan 
tersistematis sebagaimana mestinya. 
3. Editing, yang dimaksud dengan editing  adalah proses 
pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang 






b. Teknik Analisis Data 
Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif.  deskriptif kualitatif adalah teknik 
pengolahan data kualitatif yang dilakukan dalam rangka 
mendefinisikan/membahas/menggambarkan hasil penelitian dengan 
pendekatan analisis konseptual dan teoritik, serta mengolah data 
dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan 
terstruktur serta mempunyai makna. 
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dan kegunaan 
penelitian ini yaitu: 
1.   Tujuan Penelitian 
Ada beberapa yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini, 
yakni : 
a. Untuk mengetahui kewenangan dari Menteri ad interim dalam 
melaksanakan tugas pemerintahan.  
b. Untuk mengetahui urgensi keberadaan Menteri ad interim dalam 
Pemerintahan Islam. 
c. Untuk mengetahui dan memahami argumen dari para Siyasi  
terhadap Menteri ad interim 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini secara teoritis agar 
penulisan dari penelitian ini dapat menambah wawasan 




ketatanegaraan Islam khusunya mengenai kedudukan Menteri ad 
interim dalam pemerintahan Indonesia dalam perspektif siyasah 
syar‟iyyah. 
b. Kegunaan Praktisi 
Adapun kegunaan praktisi pada penelitian ini yaitu sebagai 
acuan bagi Presiden atau Pemerintah dalam mengangkat seorang 






KONSEP MENTERI AD INTERIM  DALAM PEMERINTAHAN 
A. Pengertian Menteri ad interim 
Dalam menjelaskan dan memahami terminologi dalam penelitian ini, 
maka penulis akan menjelaskan mengenai pengertian Menteri berdasarkan 
dua pandangan yakni dalam pandangan hukum tata negara nasional dan 
hukum tata negara Islam atau siyasah syar‟iyyah.  
Didalam hukum tata negara nasional,perlu diketahui bahwa Indonesia 
memiliki suatu Konstitusi yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana. Didalam Konstusi tersebut 
menjelaskan mengenai dasar-dasar dari Negara Indonesia, termasuk 
membahas mengenai Kementerian Negara. Didalam Bab V tentang 
Kementerian Negara tepatnya pada Pasal 17 menjelaskan bahwa, 1). Presiden 
dibantu oleh Menteri-Menteri Negara; 2). Menteri-Menteri ini diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden; 3) setiap Menteri membidangi urusan tertentu 
dalam pemerintahan; 4). Pembentukan, pengubahan, dan Pembubaran 
Kementerian diatur dalam undang-undang.
24
 
Jabatan Menteri dalam ketatanegaraan indonesia terbagi menjadi 2 
yakni Menteri Plenipotentiary  (Menteri yang memiliki kuasa penuh) dan 
Menteri ad interim (pelaksana tugas). Menurut Undang – Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 1 Ayat (2), secara umum 
yang dimaksud dengan Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin 
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suatu Kementerian. Maksudnya ialah seorang Menteri yang menduduki suatu 
Kementerian yang memiliki suatu tugas untuk membantu Presiden dan Wakil 
Presiden untuk menjalankan roda Pemerintahan. Menurut Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja  tepatnya pada bab XI Pasal 1 
Ayat (25) yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang 




Perbedaan antara Menteri plenipotentiary dengan Menteri ad interim 
sangatlah berbeda. Berdasarkan pengertiannya, yang dimaksud dengan 
Menteri plenipotentiary adalah Menteri yang diangkat oleh Presiden yang 
memiliki otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya. Menteri ad interim 
terdiri atas dua kata yakni Menteri dan ad interim. Yang dimaksud dengan 
Menteri adalah orang yang diangkat oleh Presiden untuk membantu Presiden 
dalam menjalankan roda pemerintahan. Ad interim memiliki arti untuk 
sementara waktu, jadi yang dimaksud dengan Menteri ad interim adalah orang 
yang menjabat sebagai Menteri untuk membantu Presiden dalam waktu 
tertentu atau hanya sementara waktu. 
Menurut sistem Presidensil, Menteri tidak bertanggungjawab kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini telah termaktub didalam penjelasan umum 
Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Presiden mengangkat dan 
memberhentikan menteri-menteri Negara. Menteri-menteri tidak 
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak 
bergantung kepada Dewan, akan tetapi tergantung daripada Presiden. 
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Mereka adalah pembantu Presiden.”
26
 
Namun, didalam hukum tata negara Islam, istilah Menteri dalam 
Bahasa Arab disebut sebagai wazir. Sama halnya dalam hukum tata negara 
nasional, Wazir juga terbagi menjadi 2 yakni wazir Tafwidhi dan wazir 
tanfidzi. Wazir Tafwidhi adalah Menteri yang diangkat oleh khalifah untuk 
melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri. 
Berdasarkan pengertian tersebut, wazir Tafwidhi memiliki kekuasaan penuh 
dalam mengambil suatu kebijkan.
27
 Sedangkan wazir tanfidzi adalah wazir 
yang memiliki otoritas yang sangat lemah dan syarat-syaratnya yang sangat 
sedikit, karena kebijakannya tetap berpaku terhadap keputusan khalifah. 
Maksudnya ialah, wazir tanfidzi tidak memiliki hak dalam mengambil 
kebijakan yang stategis dan hanya menunggu keputusan dari khalifah.
28
 Salah 
satu tokoh Islam yang merupakan ahli dalam ketatanegaraan Islam yakni 
imam al – mawardi membagi 3 pendapat mengenai kata dari Menteri / wazir 
itu sendiri. Pertama, kata Wazir berasal dari kata al-wizru yang berarti beban, 
dikatakan sebagai beban karena seorang Menteri (wazir) menanggung beban 
dari raja/khalifah. Kedua, kata Menteri (wazir) juga berasal dari kata al-wazar 
yang berarti tempat berlindung. Hal ini didasarkan dalam firman Allah SWT. 
Dalam QS. al-Qiyamah/75:11 yang berlafdzkan : 
                
Terjemahan : 
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Menurutnya seorang raja atau khalifah berlindung (meminta bantuan) 
kepada pendapat dan pertolongan dari seorang Menteri atau wazir. Ketiga, 
Kata Menteri (wazir) berasal dari kata al – azru yang berarti tulang punggung, 
karena  raja (khalifah) akan menjadi kuat dengan Menterinya, sebagaimana 
seperti badan kuat dengan tulang punggung.
30
 
Secara umum Menteri atau wazir  menurut Imam Al - mawardi adalah 
seseorang yang diangkat oleh Khalifah untuk membantu Khalifah dalam 
menjalankan roda pemerintahan serta mempertanggungjawabkan segala 
kinerjanya kepada imam/ khalifah. 
Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat persamaan antara pengertian 
yang dijelaskan didalam teori hukum tata negara nasional dengan yang 
terdapat didalam hukum tata negara Islam (siyasi syari‟ah) yakni bahwa 
Menteri adalah orang yang diangkat oleh Presiden/imam/Khalifah yang 
memegang suatu jabatan untuk membidangi suatu urusan tertentu dengan 
mempertanggungjawabkannya kepada Presiden/imam/Khalifah dan dapat  
diberhentikan jika sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Presiden dan atau 
diberhentikan secara langsung pula oleh Presiden.   
B. Tugas dan Fungsi Menteri 
Berdasarkan  konstitusi Indonesia, jabatan Menteri telah dibahas 
secara mendasar di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Bab V Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Jimmly ashidiqy, walaupun 
Kementerian berada di bawah Kekuasaan Presiden, akan tetapi masing-
masing memiliki penempatan pada bab yang berbeda dan tentunya memiliki 




Berkenaan mengenai tugas dan fungsi Menteri, sebenarnya telah diatur 
secara jelas didalam bab III Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara. Adapun tugas dan fungsi Menteri sebagai berikut : 
1. Tugas Menteri 
Ketentuan mengenai tugas seorang Menteri dalam menduduki 
jabatan pada Kementerian telah diatur didalam Pasal 7 yang bertugas 
untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk 
membantu Presiden dalam pemerintahan untuk membantu Presiden 
dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.   
Menurut Undang-Undang Kementerian Negara pada Pasal 4 
Ayat (1) setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan. Pada Ayat (2) yang dimaksud dengan urusan tertentu 
sebagaimana yang terdapat pada Ayat (1) terdiri atas: 
a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya  secara 
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
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b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
dan  
c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan 
sinkronisasi program pemerintah. 
Hal lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 5 yang mengatur mengenai 
tentang tugas Kementerian terdiri atas: 
1. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 
(2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan 
pertahanan. 
2. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 
(2) huruf b melipui urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak 
asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, 
ketanagakerjaan industri, perdagangan, pertambangan, enrgi, 
pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, 
pertanian,  kehutanan, perternakan, kelautan, dan perikanan. 
3. Urusan pemeritahan sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) 
huruf  c meliputi urusan perencanan pembangunan nasional, aparatur 
negara, keseketariatan negara, badan usaha milik negara, 
pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, 
teknologi, investasi, koprasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, 





2. Fungsi Menteri 
Mengenai fungsi Menteri negara, telah dijelaskan didalam 
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang 
Kementerian Negara yang terdiri atas : 
1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang 
melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam paal 5 
Ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 
dibidangnya; 
b. Pengelolaan barang miliki/kekayaan Negara yang menjadi 
tanggung jawabnya; 
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya; dan 
d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang 
melaksanakan urusan tertentu sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 5 Ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 
dibidangnya; 
b. Pengelolaan barang milik/kekayan Negara yang menjadi 
tanggung jawabnya; 
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya; 
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas 
pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;dan 




3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang 
melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
Ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidangnya; 
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 
dibidangnya; 
c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggungjawabnya;dan 
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya.32 
C. Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Ad Interim 
Dalam Sebuah Pemerintahan  
1. Syarat-syarat pengangkatan Menteri 
Didalam tatanan hukum tatangera nasional, telah dijelakan didalam 
Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008,ada beberapa 
syarat agar dapat diangkat menjadi Menteri yaitu: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita 
proklamasi kemerdekaan; 
d. Sehat jasmani dan rohani; 
e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik;dan 
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f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun 
atau lebih. 
Pada Pasal selanjutnya yakni didalam Pasal 23 Undang-
Undang nomor 39 Tahun 2008, seorang Menteri dilarang merangkap 
jabatan sebagai: 
a. Pejabat Negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
b. Komisaris atau direksi pada perusahaan Negara atau perusahaan 
swasta; atau 
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
33
 
Namun, Dalam tata negara Islam untuk menjadi Menteri, 
seseorang harus mempunyai kriteria-kriteria seperti kriteria-kriteria 
menjadi imam (khalifah), kecuali nasab. Hal ini dikarenakan seorang 
Menteri adalah pelaksana gagasan ijtihad, ia harus mempunyai sifat 
mujtahid. Selain itu, seseorang yang akan diangkat menjadi Menteri 
harus memiliki kriteria tambahan diluar kriteria yang telah ditentukan 
oleh imam (khalifah), yaitu ia harus memiliki keahlian terhadap tugas 
yang dibebankan kepadanya, seperti urusan perang, dan pajak. 
Seorang calon Menteri harus memiliki keahlian terhadap kedua 
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persoalan tersebut dan harus mengetahuinya secara detail.  
 
Dikisahkan, bahwa Al-Makmun Rahimahullah menulis surat 
menjelaskan tentang kriteria pemilihan Menteri, dimana isinya berbunyi 
“Sesungguhnya untuk mengemban tugas-tugasku, aku mencari orang yang 
mempunyai sifat-sifat mulia, “bersih” diri, dan lurus jalan hidupnya. Ia telah 
dididik oleh sopan santun, dan ditempa oleh pengalaman. Jika diberi tugas-
tugas penting kepercayaan terhadap tugas-tugas rahasia, ia melaksanakannya. 
Jika ia diberi tugas-tugas penting, dia mengerjakannya. Sikap ramah 
membuatnya diam, dan ilmu membuatnya bicara. Waktu sesaat sudah cukup 
baginya, dan merasa puas dengan sepotong daging. Ia sigap seperti komandan 
perang, ia lemah-lembut seperti orang bijak, rendah diri seperti ulama, dan 
paham seperti fuqaha. Jika ia berbuat baik kepadanya, ia berterima kasih 
kepadanya. Jika ia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ia tidak menjual 
keuntungan hari ini dengan kemiskinan hari esok. Ia mencuri hati manusia 
dengan keindahan tutur katanya, dan pesona penjelasnnya”.
34
 
Menurut Imam Al-Mawardi, ada tujuh sifat yang harus dimiliki oleh 
wazir tanfidzi (Menteri ad interim) yaitu : 
1. Amanah. Seorang Menteri tanfidzi tidak boleh berkhianat terhadap apa yang 
telah diamanahkan oleh imam atau khalifah kepadanya, dan tidak menipu jika 
dimintai nasihat. 
2. Ucapan yang disampaikannya dapat dipercaya. Sehingga setiap informasi atau 
ucapan yang disampiakannya dapat dipercaya oleh masyarakat. 
3. Seorang Menteri tanfidzi sedikit keinginannya untuk mengejar dunia, 
sehingga ia tidak mudah untuk disuap dalam menjalankan tugas dan tidak 
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tertipu kemudian bertindak sembrono. 
4. Tidak mempunyai permusuhan, dan percekcokan dengan manusia. Sehingga 
tidak terjadi ketidakadilan diantara mereka selama memimpin. 
5. Membuat laporan kepada imam (khalifah) dan memberitahukan laporan yang 
ia dapatkan kepada imam atau khalifah, karena wazir tanfidzi merupakan saksi 
bagi imam (khalifah). 
6. Seorang Menteri ad interim atau tanfidzi harus memiliki kecerdasan dalam 
menghadapi segala permasalahan yang dihadapi. Semangat dan tekat menjadi 
tidak benar, jika ia kurang mampu mengetahui persoalan-persoalan dan rancu 
terhadapnya. Tepat sekali dalam hal ini, Menteri al-Makmun, Muhammad bin 
Yazdad berkata, 
 
Kebenaran makna ucapan seseorang adalah jiwa ucapannya 
Jika makna ucapannya salah, itulah kematiannya 
Jika hati seseorang tidak mampu menjaga kata-katanya 
Maka tidak tidurnya dia di dunia adalah tidur. 
 
7. Ia tidak termasuk orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, karena hawa 
nafsu mengeluarkannya dari kebenaran kepada kebatilan dan tidak mampu 
membedakan orang yang benar dan orang yang salah. Sesungguhnya hawa 
nafsu itu menipu akal, dan menjauhkannya dari kebenaran. Oleh karena itu, 
Rasululla saw. Bersabda,  
 
“Kecintaanmu kepada sesuatu membuatmu buta dan tuli.(HR. Abu 
Daud, dan Ahmad).” 
 
Didalam hadits ini tesirat bahwa jika seseorang terlalu mencintai 




maupun yang buruk. 
 Seorang penyair pernah berkata, 
 
 Sesungguhnya jika dorongan-dorongan hawa nafsu tidak banyak 
 Pendengar mendengarkan orang yang berbicara 
 Dan suatu kaum bersikap merendah kepada para pemikir mereka 
 Kita memutuskan suatu dengan adil dan tuntas 
 Kami tidak menjadikan kebatilan sebagai kebenaran 
 Kami tidak mengatakan kebenaran dengan kebatilan  
 Kami takut diperbodoh oleh mimpi-mimpi kami 
 
2. Syarat- syarat Pemberhentian Menteri 
Syarat – syarat pemberhentian Menteri Menurut Pasal 24 Undang-
Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ada tiga 
macam jenis pemberhentian Menteri yaitu: 
1) Menteri berhenti dari jabatannya karena 2 hal yaitu ketika Menteri 
tersebut telah meninggal dunia atau telah berakhir masa jabatannya. 
Pada penjelasan ini, dinyatakan bahwa jabatan Menteri akan 
berhenti secara otomatis jika orang yang menjabat Menteri tersebut 
telah meninggal dunia. Selain itu, Menteri juga dapat berhenti 
dengan sendirinya apabila telah berakhir masa jabatannya. Masa 
Jabatan seorang Menteri berakhir mengikuti masa jabatan seorang 
Presiden dan wakil Presiden di satu periode masa jabatannya yakni 
5 Tahun.   
2) Seorang Menteri dapat diberhentikan dari jabatnnya oleh Presiden 
karena: 
a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. Hal 




Indonesia yakni ibu Khofifah Indar Parawansa yang 
mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial 
Republik Indonesia kepada Presiden Joko Widodo dengan 
alasan untuk mengikuti kontes Pemilihan Kepala Daerah 
sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah.
35
 
b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama (tiga) bulan secara 
berturut-turut; 
c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
Tahun atau lebih. Maksudnya ialah, apabila seorang Menteri 
terjerat kasus pidana dan mendapatkan hukuman 5 (lima) 
Tahun keatas serta putusannya memiliki kekuatan hukum tetap, 
maka Menteri tersebut diberhentikan. 
d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23; atau Alasan lain yang ditetapkan 
oleh Presiden. Maksudnya ialah, Presiden memiliki hak 
prerogative dalam mengambil tindakan untuk memberhentikan 
seorang Menteri, apabila dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi. 
3) Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) Tahun atau lebih. Maksudnya ialah, Presiden akan 
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memberhentikan Menteri untuk sementara waktu. Apabila Menteri 
tersebut sedang didakwa melakukan tindak pidana yang ancaman 
hukumannya 5 (lima) Tahun penjara keatas. Hal ini dilakukan agar 
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KEWENANGAN MENTERI AD INTERIM DALAM PEMERINTAHAN 
A. Kewenangan Menteri Ad Interim Dalam Pemerintahan 
Menteri ad interim atau dalam istilah Islam dikenal sebagai Menteri 
Tanfidzi memiliki otoritas yang sangat lemah dan syarat-syaratnya yang kecil. 
keputusan dan kebijakannya tetap menjadi otoritas Presiden atau imam. 
sebagaimana imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kekuasaan yang 




 Menteri ad interim tidak memiliki kuasa penuh dalam melakukan 
maqasid syari‟ah,Kedudukan atau status dari Menteri ad interim atau wazir 
tanfidzi hanya sebagai mediator atau penghubung antara rakyat dengan 
pejabat atau Presiden/imam/khalifah. Menteri ad interim atau wazir tanfidzi 
melaksanakan tugas berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh 
Presiden/imam/khalifah. Menteri ad interim atau wazir tanfidzi harus 
menyampaikan suatu permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga 
Presiden atau khalifah dapat memberi arahan kepada Menteri ad interim atau 
wazir tanfidzi untuk mengatasi permasalahan tersebut.  
Menteri ad interim atau wazir tanfidzi tidak memiliki hak untuk mengangkat 
pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden atau 
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Khalifah. Maksudnya ialah, wazir tanfidzi tidak memiliki otoritas untuk 
mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan yang strategis.
38
  
Wazir tanfidzi hanya fokus terhadap dua hal yakni; 
a. Membuat laporan kepada imam (khalifah). 
b. Melaksanakan perintah imam. 
Selain itu, Menteri ad interim atau wazir tanfidzi juga tidak dapat 
mengeluarkan putusan yang bersifat strategis. Pejabat Menteri pelaksana atau 
Menteri ad interim tidak memiliki hak untuk membuat keputusan apapun 
yang berkaitan dengan tugas Menteri definitif. Kedudukan yang dimiliki 
seorang pelaksana tugas hanyalah yang bersifat administratif saja. 
Sebagaimana ketika Hatta Rajasa yang ditunjuk sebagai Menteri ad interim 
keuangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dimana, Hatta Rajasa 
tidak memiliki kewenangan policy sebagaimana Menteri definitif yang 
memiliki kekuasaan penuh. Hatta Rajasa hanya memiliki kewenangan 
dibidang administratif yang berarti tidak boleh mengambil keputusan-
keputusan penting di Kementerian Keuangan. 
Tidak adanya kewenangan policy yang dimiliki oleh Hatta Rajasa, 
sehingga Presiden terpaksa menyetop atau memberhentikan untuk sementara 
waktu kinerja policy atau yang bersifat strategis dibidang fiskal selama belum 
ada Menteri keuangan baru yang diangkat oleh Presiden untuk menggantikan 
pejabat Menteri definitif sebelumnya. Ada beberapa beberapa kebijakan yang 
tidak dapat disentuh oleh Hatta rajasa selama menjadi Menteri ad 
interimkeuangan waktu itu diantaranya mengeluarkan peraturan Menteri 
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keuangan (PMK) dan memutuskan kebijakan suatu proyek.
39
 
Namun, ada seorang Menteri ad interim yang pernah mengeluarkan 
keputusan yang bersifat strategis, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar 
Panjaitan pernah membuat keputusan yang bersifat strategis yaitu 
mengeluarkan surat keputusan Nomor 6752 K/70/MEM/2016 tentang 
pembubaran Unit Organisasi Ad Hoc di lingkungan Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral. Ada beberapa unit yang dibubarkan oleh Luhut Binsar 
Panjaitan melalui surat keputusan tersebut diantaranya Komite Eksplorasi 
Nasional dan Tim Percepatan dan tim percepatan pengembangan energi 
terbarukan (P2EBT), dan lainnya.  
 Pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas rutin terbagi menjadi 
dua, hal ini sebagaimana didasarkan pada Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu pelaksana 
harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan 
sementara dan pelaksana tugas yang melaksanakan  tugas rutin dari pejabat 
definitif yang berhalangan tetap.
40
 Jadi dapat disimpulkan bahwa Menteri ad 
interim merupakan pejabat pemerintahan  non definitf. Pejabat pemerintahan 
non definitf hanya memiliki kedudukan sebagai pejabat dibidang 
admistratifnya saja. 
 Dalam kasus pembubaran unit organisasi Ad Hoc dilingkungan 
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui surat keputusan nomor 
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6752 K/70/MEM/2016, sebenarnya telah diatur secara jelas mengenai 
pembatasan wewenang dari seorang pelaksana tugas atau PLT tepatnya 
didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang adminstrasi 
pemerintahan. Sehingga tidak dapat ditafsirkan lain atau tidak dapat 
disimpangi dengan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, 
sebagaimana sebuah asas yang berbunyi Lex Superior derogat legi inferiori 
yang artinya hukum atau peraturan yang tinggi tidak dapat dikesampingkan 
oleh hukum atau peraturan yang lebih rendah. 
 Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, dapat diakui bahwa surat 
keputusan Menteri pelaksana atau ad interim Energi Sumber daya dan 
Mineral dapat diakui keabsahannya apabila peraturan perundang-undangan 
memberikan kewenangan dan/atau perintah secara langsung tentang 
pembentukan surat keputusan tersebut. Selain itu, diperlukan juga dasar 
hukum mengenai kewenangannya dalam membentuk keputusan tersebut 
dirumuskan secara kronologis sesuai hierarki perturan perundang-undangan. 
Sehingga, surat keputusan nomor 6752 K/70/MEM/2016 tentang pembubaran 
Unit Organisasi Ad Hoc dilingkungan Kementerian ESDM yang dikeluarkan 
oleh Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sebagai Menteri ad interim Energi 
Sumber Daya dan Mineral tidak memiliki keabsahan hukum karena terdapat 
kecacatan formil maupun kecacatan secara materil.
41
 
Namun pembuatan surat keputusan tersebut akan menjadi sah, apabila 
Menteri ad interim ESDM yakni Luhut Binsar Panjaitan telah mendapat izin 
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dari Presiden. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa  Menteri ad 
interim selaku pelaksana teknis pemerintahan hanya menjalankan tugas 
berdasarkan arahan dari Presiden atau Khalifah. Sehingga dalam kasus 
penerbitan surat keputusan 6752 K/70/MEM/2016 tentang pembubaran Unit 
Organisasi Ad Hoc di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral dapat dikategorikan sebagai bentuk diskresi/freis ermessen. Padahal 
jika merujuk kepada teori-teori kenegaraan, fungsi negara sebenarnya bersifat 
universal, yakni adanya kewajiban suatu negara untuk mewujudkan 
kepentingan publik, tanpa harus memperhatikan bentuk atau sistem 
pemerintahan yang dibangun atau dibuat oleh negara.
42
  
Secara bahasa freis ermessen berasal dari kata freis dan ermessen. 
Freis berasal dari kata frei yang memiliki arti bebas, tidak terikat, dan 
merdeka. Jadi yang dimaksud dengan freis ialah orang yang memiliki 
kebebasan, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan ermessen memiliki arti 
mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Jika kedua kata 
ini digabungkan, maka yang dimaksud dengan freis ermessen ialah orang yang 
memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan 
sesuatu. Sebagaimana telah dijelaskan didalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan freis 
ermessen / diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan 
dan/atau dilakukan oleh pejabt pemerintahan untuk mengatasi persoalan 
konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal 
peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, 
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tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
43
 
Ada beberapa hal agar dapat melakukan Freis ermessen diantaranya : 
1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
suatu penyelesaian masalah yang konkrito. 
2. Peraturan yang ada memberikan izin untuk melakukan hal tersebut. 
3. Adanya pendelegasian yang diberikan oleh undag-undang dan atau 
atasan atau pejabat yang lebih tinggi darinya untuk mengurusi secara 
mandiri suatu kebijakan yang ada disekitarnya.
44
  
Berdasarkan penjelasan mengenai freis ermessen disebut diatas, maka 
surat yang dikeluarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku  yang pernah 
menjabat sebagai Menteri ad interim ESDM tidaklah dapat dikategorikan 
sebagai perbuatan freis ermessen, sebab Menteri ad interim selaku pejabat 
sementara sangat terikat kepada Presiden atau khalifah. Selain terikat, Luhut 
Binsar Panjaitan juga tidak mendapatkan pendelegasian secara langsung 
maupun tidak langsung baik dari undang-undang maupun dari Presiden untuk 
mengeluarkan surat keputusan nomor 6752 K/70/MEM/2016 tentang 
pembubaran Unit Organisasi Ad Hoc dilingkungan Kementerian ESDM. 
Sehingga, akibat hukum dari penggunaan diskresi/freis ermessen sebagaimana 
yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan adalah dapat dibatalkan. 
Jika Menteri tanfidzi (pelaksana) dilibatkan dalam dengar pendapat, seorang 
Menteri tanfidzi harus membutuhkan sifat yang kedelapan, yaitu pengalaman yang 
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membuatnya mampu mengeluarkan pendapat dan kebijakan dengan benar. Namun 
sebaliknya, apabila Menteri tanfidzi tidak dilibatkan dalam dengar pendapat, maka 
Menteri tanfidzi tidak wajib memiliki sifat yang kedelapan ini. Walaupun sebenarnya 
Menteri tanfidzi ini memiliki pengalaman yang cukup baik dalam hal memberikan 
suatu pendapat atau solusi mengenai permasalahan yang dihadapinya. 
Menteri tanfidzi (pelaksana) tidak boleh dijabat oleh seorang wanita. Sebab, 
tugas yang ditanganinya haruslah membutuhkan pendapat yang sangat baik atau 
cerdas dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu, diperlukan juga semangat yang 
kuat serta dapat terjun langsung dalam menangani persoalan dimana wanita dilarang 
untuk melakukannya.
45
 Sebagaimana berdasarkan sabda Rasulullah saw yang di 
riwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya vol.VII, halaman 732 nomor hadits 
4425) Yang berbunyi, 
 
“tidaklah bahagia suatu kaum yang menyerahkan persoalannya kepada 
wanita.” (HR. Al-Bukhari, kitab sahihnya vol.VII, halaman 732 nomor hadits 
4425). 
 
Jika dilihat yang meriwAyatkan hadits tersebut, tentunya sebagian besar 
ulama menerima bulat-bulat hadits ini. Karena hadits dari Al-Bukhari telah teruji dan 
terbukti kesahihannya. Namun, adapula ulama yang tidak menerima begitu saja hadits 
yang disampaikan oleh Al Bukhari dan harus dikaji ulang, sebagaimana yang 
dikatakan oleh Hibah Rauf Izzat. Hibah Rauf Izzat menyatakan bahwa ada beberapa 
kelompok ulama dalam memahaminya. Pertama, yang menyatakan bahwa perempuan 
menurut Islam, tidak layak untuk memegang jabatan apapun, bahkan untuk mengurus 
persoalan apapun. Kedua, yang mengatakan bahwa hadits ini hanya melarang 
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persoalan kepemimpinan tinggi (khalifah) kepada perempuan bukan kepemimpinan 
dalam persoalan yang lain. Ketiga, yang menolak konsekwensi hukum dari hadits ini. 
Kelompok ulama lain juga mengkembangkan dua pendapat yakni pendapat  
pertama, tidak mau menerima hadits ini sama sekali dengan alasan periwayatan dan 
pertentangannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Pendapat kedua, mengkritisi 
pemahaman hadits tersebut dan memberikan pemaknaan ulang yang lebih netral, 
khususnya bagi para wanita. Sehingga Hibah Rauf Izzat lebih condong menerima 
pendapat yang kedua. Menurutnya, hadits ini tidak boleh digeneralisasikan atau 
dipahami secara umum untuk melarang kepemimpinan perempuan dimanapun dan 




Terbatasnya kewenangan yang dimiiki oleh Menteri ad interim membuat tidak 
terselesaikannya masalah yang bersifat strategis. Sehingga akan membuat terjadinya 
perselisihan terutama dalam masalah  furu‟iyyah sebagai akibat dari keanekaragaman 
sumber dan aliran dalam memahami nash dan megistinbathkan hukum terutama yang 
tidak ada nashnya. Selain itu, akan banyak permasalahan-permasalahan yang akan 
timbul dikalangan masyarakat akibat tidak adanya kewenangan yang lebih terhadap 
Menteri ad interim ini.
47
 Jadi secara tidak langsung, Presiden atau Khalifah yang 
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B. Perbedaan Kewenangan Antara Menteri Tafwidhi Dengan Menteri Ad 
Interim / Menteri Tanfidzi (Pelaksana). 
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jabatan Menteri terbagi menjadi dua, 
yakni Menteri Tafwidhi (Plenipotenriary) dan Menteri ad interim (Tanfidzi / 
Pelaksana). Menurut Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Al 
Sulthaniyah (hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam) 
menjelaskan mengenai perbedaan dari keduanya, ada empat perbedaan diantara 
keduanya yaitu : 
1. Menteri Tafwidhi (Plenipotentiary ) diberikan kebebasan dalam membuat 
satu keputusan. Sebab, undang-undang telah memberinya kekuasaan 
penuh untuk melakukan hal demikian. Sedangkan, Menteri tanfidzi tidak 
memiliki kewenangan penuh dalam mengambil suatu kebijakan yang 
strategis. Sebab, Menteri ad interim (tanfidzi/pelaksana) sangat terikat 
terhadap imam atau Presiden. Sehingga Menteri ad interim atau tanfidzi 
harus menunggu arahan dari imam atau Presiden. 
2. Menteri Tafwidhi (Plenipotentiary ) dapat mengangkat pegawai atau 
pejabat di lingkungannya walaupun tanpa sepengetahuan dari imam atau 
Presiden. Sedangkan Menteri ad interim (tanfidzi/pelaksana) tidak 
dibenarkan atau tidak diperbolehkan untuk mengangkat pegawai atau 
pejabat dilingkungannya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Presiden. 
3. Menteri Tafwidhi (Plenipotentiary ) diberikan kekuasaan untuk memimpin 
pasukan dan melakukan perang, sedangkan Menteri ad interim 
(tanfidzi/pelaksana) tidak diperbolehkan untuk memimpin pasukan perang 




4. Menteri Tafwidhi (Plenipotentiary ) dibenarkan untuk mengelola 
Anggaran pendapatan dan belanja negara yang ada di Baitul Mal (kas 
negara) dengan menyimpannya atau menggunakannya untuk kepentingan 
negara. Sedangkan Menteri ad interim (tanfidzi/pelaksana) tidak dapat 
mengelola Anggaran pendapatan dan belanja negara yang ada di Baitul 
Mal (kas negara). 
Bukan hanya orang muslim yang diperbolehkan menjabat sebagai 
Menteri, ahlu dzimmah (orang kafir yang berada dalam jaminan keamanan 
negara Islam dengan membayar jizyah) juga diperbolehkan untuk menjabat 
sebagai Menteri, kecuali mereka membuat onar dan akibatnya mereka 
dilarang menjabat sebagai Menteri karena perbuatan onar yang mereka 
lakukan.
49
 Sama halnya dengan di Indonesia, semua kalangan berdasarkan 
suku, agama, ras dan adat diperbolehkan menjabat sebagai Menteri. Asalkan 
mereka tidak memiliki catatan buruk atau tidak pernah membuat tindakan 
yang tercela. 
Imam atau Presiden dibenarkan mengangkat dua Menteri tanfidzi 
(pelaksana) secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri. Namun, imam atau 
Presiden tidak dapat mengangkat Menteri Tafwidhi (Plenipotentiary ) secara 
bersamaan. Sebab Menteri Tafwidhi (Plenipotentiary ) karena memiliki 
kewenangan yang sangat luas. Sama halnya dengan juga tidak dibenarkan 
mengangkat dua imam atau Presiden. Sebab keduanya akan saling berselisih 
dalam mengambil suatu kebijakan. Sebagaimana Allah Swt. Berfirman dalam 
QS. Al- Anbiya Ayat 22 yang berbunyi : 
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Terjemahannya : 
“sekiranya dilangit dan bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, pasti 




Jika imam atau Presiden mengangkat dua Menteri Tafwidhi 
(Plenipotentiary ) secara bersamaan, maka ada 3 kemungkinan yang 
terjadi yaitu 
1. Imam atau Presiden memberikan otoritas yang luas kepada 
keduanya. Sehingga jika dilakukan pengangkatan secara 
bersamaan,maka keduanya diangap tidak sah. Namun jika dalam 
waktu pengangkatan keduanya berbeda, maka pengangkatan yang 
pertamalah dianggap sah sedangkan pengangkatan dibelakangan 
tidaklah sah. 
2. Imam Atau Presiden memberikan otoritas kepada keduanya. Jika 
keduanya sama –sama sepakat dalam suatu kebijakan, maka 
keduanya merealisasikan apa yang telah disepakati oleh keduanya. 
Jika terjadi perbedaan pendapat dari keduanya, maka imam atau 
Presidenlah yang menentukan kebijakan yang mana digunakan. 
Imam atau Presiden tidak memberikan otoritas kepada keduanya 
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ANALISIS MENTERI AD INTERIM DALAM PEMERINTAHAN ISLAM. 
A. Urgensi Menteri Ad Interim Dalam Pemerintahan Islam 
Eksistensi keberadaan Menteri ad interim dalam suatu pemerintahan 
sudah ada sejak sebelum adanya islam dimuka bumi ini. Namun, tidak dikenal 
istilah menteri ad interim dalam pemerintahan islam, yang dikenal dalam 
pemerintahan islam ialah wazir tanfidzi.  Wazir tanfidzi menurut Imam al-
Mawardi ialah wazir atau pembantu khalifah yang memiliki tugas sebagai 
mediator dan tidak memiliki hak untuk mengangkat pejabat lainnya untuk 
melaksanakan tugas-tugas lainnya. Selain itu wazir tanfidzi tidak diperlukan 
pengangkatan untuknya, namun dengan pemberitahuan saja kepadanya itu 
sudah cukup untuk memberinya jabatan sebagai wazir tanfidzi. 
Perkembangan wazir atau Menteri dalam sistem ketetanegaraan Islam, 
tidak mengalami perubahan yang begitu berarti ditiap zamannya. sebenarnya  
istilah wazir sebagai lembaga Kementerian baru dikenal pada saat dinasti Bani 
Abbas.  wazir yang pertama diangkat oleh Abu al-Abbas al-Saffah ialah 
bernama Abu Salamah al-Khallal. Kekuasaan dan kewenangan yang diterima 
oleh Abu Salamah sangatlah luas, sehingga Abu Salamah dapat mengangkat 
dan memecat pegawai pemerintahan, Kepala daerah (Gubernur) dan Hakim. 
Pada masa Harun al-Rasyid, wazir yang terkenal adalah keluarga Barmaki. 




setelah Yahya meninggal, posisinya digantikan oleh putranya Ja‟far al 
Barmaki. 
Wazir atau wizarah dalam lintas sejarah peradaban Islam telah 
berkembang di berbagai negara, seperti di negara Mesir dan Spanyol. Setelah 
Kekhalifahan Bani Abbas melemah, maka daerah-daerah yang pernah 
dikuasainya tidak mau lagi tunduk terhadap Baghdad. Salah satunya ialah 
Mesir yang memilih untuk membentuk pemerintahan sendiri. Dimana, saat itu 
mesir silih berganti dipimpin oleh Kekhalifahan-Kekhalifahan, baik dari 
kalangan Sunni maupun Syi‟ah. Akan tetapi, sistem dari pemerintahannya 
tidak jauh berbeda dari masa pemerintahan Bani Abbas yang dibantu oleh 
lembaga kewaziran sebagai tulang punggung negara.
51
  
Setelah melepaskan diri dari Dinasti bani Abbas, maka terbentuklah 
beberapa dinasti, diantaranya : 
a. Dinasti Thuluniyah yang didirikan oleh Ahmad ibn Thulun 
memerintah sejak 868 Masehi sampai 905 Masehi. pada dasarnya, 
menurut catatan para sejarawan, orang yang pertama kali diangkat 
menjadi Katib atau Sekretaris adalah Ahmad Ibn Muhammad al-
Wasith.
52
 Walaupun istilah yang digunakannya bukanlah wazir atau 
wazirah, akan tetapi tugas-tugas kenegaraan yang ditanganinya 
hampir sama dengan tugas seorang wazir. Setelah dinasti Thulun ini 
hancur, Mesir kembali dikuasai oleh dinasti Bani Abbas di 
Baghdad. Namun, penguasaan yang dilakukan oleh Bani Abbas 
tidak begitu lama dan digantikan oleh dinasti Ikhsyidi. 
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b. Dinasti Ikhsyidi berdiri sejak Tahun 935 masehi sampai dengan 969 
masehi. Dinasti Ikhsyidi didirikan oleh Muhammad ibn Taughj al-
Ikhsyidi.
53
Sebenarnya Muhammad ibn Taughj al-Ikhsyidi 
merupakan seorang Gubernur Mesir Bani Abbas. Akan tetapi, ia 
tidak mau lagi tunduk terhadap pemerintahan Bani Abbas di 
Baghdad, karena sudah merasa dirinya telah kuat. Pada masa 
pemerintahannya, ia mengangkat Ja‟far ibn Furat sebagai wazir 
yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan 
mengendalikannya hingga dinasti Ikhsyidi hancur yakni pada Tahun 
969 M. 
c. Setelah dinasti Ikhsiyidi hancur, terbentuklah dinasti Syi‟ah yang 
didirikan oleh „Ubaidillah al-Mahdi pada 907 masehi di Tunis. Pada 
saat ia berkuasa, maka wazir sebelumnya yakni Ja‟far ibn Furat 
dipecat dan digantikan oleh Ya‟qub ibn Kalyis. Ia merupakan 
seorang Yahudi yang masuk Islam. Namun pengangkatannya sebagi 
wazir tidak sama dengan wazir sebelumnya yang memiliki 
kekuasaan penuh, akan tetapi ia hanya diangkat sebagai wazir 
tanfidzi atau Menteri Pelaksana.
54
 Setalah Ya‟qub ibn Kalyis 
meninggal, para wazir yang menggantikannya memakai gelar 
“wusathah” yang berarti perantara. Disebut sebagai wusathah atau 
perantara, karena fungsi dan kedudukannya sebagai penghubung 
atau perantara antara khalifah dengan rakyatnya. Gelar wusathah 
tetap dipakai hingga masa al-Hakim bi Amrillah (966-1020 M). 
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Barulah pada masa pemerintahan al-Zhahir (1020-1036 M), istilah 
wazir kembali digunakan. Namun demikian, sebagai wazir tanfidzi 
(pelaksana) atau Menteri ad interim. Mereka hanya sebatas 
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan petunjuk 
kepala negara.  
Selain sejarah perkembangan wazir di Mesir, ada juga negara Eropa 
yang pernah dikuasai oleh Islam yakni Spanyol.  Kekuasaan Islam di Spanyol 
berlagsung sejak pada masa daulat Bani Umaiyah pada 711 hingga 1492 M. 
Setelah Bani Abbas berhasil meghancurkan Bani Umaiyah (750 M), „Abd al-
Rahman Al Dakhil, salah seorang keluarga Bani Umaiyah, berhasil 
menyelematkan diri dan lari ke Spanyol. „Abd al-Rahman Al Dakhil berhasil 
membangun kekuatan dan membentuk dinasti Umaiyah II dan mengangkat 
gubernur-gubernur daerah serta pembantu-pembantunya di pusat. 
Diawal pemerintahan Islam di Spanyol, pembantu Khalifah atau 
kepala negara tidak hanya disebut sebagai wazir, tetapi terkadang juga disebut 
dengan “hajib”. Namun tugas hajib disini berbeda dengan tugas hajib pada 
dinasti Abbasiyah yang menjadi pengawal khalifah. Hajib dalam 
pemerintahan Umaiyah di Spanyol menjalankan tugas sebagaimana tugas-




Diantara hajib tersebut ada yang bertugas sebagai perdana Menteri. 
Kewaziran yang dibentuk pada masa Umaiyah II ini antara lain adalah dalam 
bidang keuangan (maliyah), sekretaris negara (rasa‟il), dan peradilan “tata 
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usaha negara” (mazhalim). Dari ketiga tersebut, masing-masing memiliki 
kantor untuk pertemuan dengan Menteri. Selain itu, salah seorang dari hajib 
ini dipilih sebagai wakil mereka dalam hubungan dengan khalifah setiap saat. 
Pada masa al-Hakam (792-822 M) dan „Abd al-Rahman II (822-852 M), hajib 
yang terkenal adalah „Abd al-Karim ibn Mughaith.
56
 Hajib memiliki 
kedudukan yang penting dan khusus, karena ia merupakan penghubung 
komunikasi antara sultan dan sekretarisnya. Hajib bukanlah satu-satunya 
institusi negara. Terdapat majelis al-Syura yang beranggotakan pembesar-
pembesar negara. Jadi, daulat Umaiyah II di Spanyol menghidupkan lembaga 
legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman 
Mu‟awiyah. 
Setelah dunia Islam mengalami interaksi dengan barat, pembentukan 
kewaziran atau dewan Menteri ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing negara. Secara umum, terdapat dua sistem Kementerian yang 
dipraktikkan di Dunia Islam, yakni sistemPresidensil dan sistem parlementer. 
Model Presidensil adalah model yang dimana para Menterinya 
bertanggungjawab kepada Presiden yang mengangkat dan 
memberhentikannya. Tidak ada perbedaan kedudukan antara para Menteri 
yang satu dengan yang lainnya. Negara Islam yang sekarang menganut model 
ini ialah negara Indonesia dan negara Mesir. 
Indonesia menggunakan sistem presidensil. Dasar hukum yang 
menjelaskan bahwa indonesia menggunakan sistem presidensil terdapat pada 
Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 undang-undang dasar negara republik 
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 Penggunaan sistem presidensil dianggap lebih 
menjamin stabilitas pemerintahan. Selain itu, sistem presidesil juga dapat 
dipraktekan bersma dengan sistem multipartai yang sangat kompleks dan beragam.
58
 
Walaupun indonesia menggunakan sistem presidensil, namun Presiden tidak serta 
merta kekuasaan yang dimilikinya tidak terbatas atau absolute power. Namun, secara 
tersurat dan tersirat kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden tetap terbatas.
59
  
 Adapun  model parlementer ialah suatu model atau sistem yang 
dimana Menteri-Menterinya diangkat berdasarkan partai yang menang dan 
berkuasa di parlemen. Maka dari itu, Menteri-Menteri tidak 
bertanggungjawab kepada Presiden, namun Menteri-Menteri 
bertanggungjawab kepada parlemen. Terdapat perdana Menteri yang bertugas 
untuk mengoordinir para Menteri.
60
 Adapun negara Islam yang menganut 
model ini ialah Malaysia dan pakistan. Sebenarnya Indonesia juga pernah 
menerapkan model ini pada masademokrasi liberal diTahun 1950-an. Dalam 
sistem ini, Presiden atau raja hanya sebagai simbol negara. 
Namun Pada zaman orde baru, pemerintah pada saat itu 
memberlakukan Undang-Undang Keormasan (UU nomor 8/1985) yang berisi 
mengenai penatapan pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi 
masyarakat.
61
 Tidak hanya organisasi masyarakat yang harus berasaskan 
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pancasila, namun organisasi pemerintahanpun harus berasaskan pancasila. 
Salah satu organisasi pemerintahan yang harus berlandaskan pancasila ialah 
organisasi Kementerian. Kementerian yang dipimpin oleh Menteri wajib 
merujuk kepada nilai-nilai Pancasila dalam membentuk suatu organisasi atau 
suatu kebijakan. 
Menurut sistem ketetanegaraan di Indonesia, Menteri sementara 
disebut sebagai Menteri ad interim. Istilah ad interim menurut kamus besar 
bahasa indonesia mengandung arti untuk sementara waktu.
62
 Jadi yang 
dimaksud dengan Menteri ad interim adalah seseorang yang ditunjuk sebagai 
Menteri untuk menjabat sementara waktu atau dalam kurun waktu yang 
singkat.   
Keberadaan Menteri ad interim dalam sistem pemerintahan di 
Indonesia, cukup membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. 
Namun, kekuatan yang dimiliki oleh Menteri ad interim ini sangatlah terbatas. 
Pejabat Menteri ad interim hanya melaksanakan tugas dan petunjuk dari 
Presiden. Mereka tidak dapat mengeluarkan keputusan secara mandiri dan 
hanya terpaku terhadap suatu perintah dari Presiden itu sendiri. 
Pengangkatan Menteri ad interim atau wazir tanfidzi tidak seperti 
dengan Menteri tetap atau wazir Tafwidhi yang diangkat secara langsung oleh 
Presiden. Penunjukan Menteri ad interim cukup dengan pemberitahuan 
melalui surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris negara, sama seperti dalam 
praktek ketatanegaraan Islam. Salah satu Menteri ad interim yang telah 
                                                     
62
 “Ad Interim”, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses di 




ditunjuk oleh Presiden melalui surat pemberitahuan oleh Menteri Sekretaris 
negara ialah Syahrul Yasin Limpo, sebagaimana tertuang dalam surat Menteri 
Sekretaris Negara nomor B-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020 tertanggal 
2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara 
Pratikno.
63
   
B. Argumen Siyasi Terhadap Menteri Ad Interim 
Didalam sejarah peradaban Islam, terdapat beberapa ahli tata negara 
Islam yang membahas mengenai wazir atau Menteri. Sehingga, penulis dalam 
penelitian ini akan mngambil beberapa pendapat dari siayasi terkait wazir 
tanfidzi atau Menteri ad interim, diantaranya : 
1. Imam Al-Mawardi 
Didalam sistem Ketatanegaraan Islam, dikenal tokoh pemikir 
tatanegara Islam yang bernama Imam Al-Mawardi. Imam Al- Mawardi 
merupakan seorang fuqaha yang menganut maszhab Syafi‟I yang sudah 
sampai pada level mujtahid. Beliau memiliki kitab yang ditulisnya sendiri 
yang bernama Ahkam Sulthaniyah. Kitab ini ditulis oleh imam al mawardi 
karena atas permintaan dari Khalifah pada zamannya yakni khalifah bani 
abbasiyah Biamrillah.
64
 Didalam kitab tersebut, sangat condong membahas 
mengenai hukum hukum yang berkaitan dengan kekuasaan. Tak terkcuali 
membahas mengenai wazir atau Menteri sebagai pembantu khalifah.
65
 
Al Mawardi dalam kitabnya yang berjudul Al-Ahkam Sulthaniyah 
membagi pengangkatan wazir (Pembantu khalifah) menjadi dua bentuk : 
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1. Wazir Tafwidh, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas dalam 
mengambil suatu kebijakan. Selain itu, Wazir Tafwidh juga 
merupakan kordinator atau memimpin suatu bidang atau 
dapartemen. Orang yang ditunjuk sebagai Wazir Tafwidh 
merupakan orang-orang kepercayaan dari khalifah. 
2. Wazir Tanfidz, yaitu wazir yang memiliki tugas yang sangat sedikit 
dan sangat terbatas dibandingkan tugas dari wazir tafwidh. Wazir 




Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Imam Al Mawardi 
menyebut Menteri ad interim/pelaksana sebagai Menteri tanfidzi. Sebab 
kriteria antara Menteri ad interim dengan wazir tanfidzi sama, yakni sama -
sama tidak memiliki kuasa penuh dalam mengambil suatu kebijakan. Menteri 
ad interim/tanfidzi diangkat oleh imam atau Khalifah, apabila Menteri 
Tafwidhi diberhentikan untuk sementara waktu. Ada beberapa alasan 
pemberhentian sementara waktu oleh Khalifah/imam diantaranya : 
1. Apabila  orang yang menjabat sebagai Menteri Tafwidhi Memiliki tugas 
khusus atau misi tertentu dari Khalifah/imam. Maka Khalifah dapat 
menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai Menteri Tanfidzi/pelaksana 
sampai orang yang menjabat sebagai Menteri Tafwidhi tadi telah 
melaksanakan tugas khusus dari Khalifah. 
2. Apabila  orang yang menjabat sebagai Menteri Tafwidhi sedang terjerat 
kasus hukum. hal ini dilakukan oleh Khalifah agar orang yang menjabat 
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sebagai Menteri Tafwidhi tersebut dapat menjalankan proses hukum 
dengan baik. Apabila terbukti telah melanggar hukum, maka Khalifah atau 
Presiden dengan kekuasaan yang dimilkinya dapat menggantinya dengan 
orang yang baru untuk menjabat sebagai Menteri Tafwidhi tersebut. 
Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab mengatakan bahwa umar akan 
memberhentikan atau memakzulkan untuk sementara waktu bagi pejabat 
yang bermasalah dan akan akan mengangkatnya kembali jika masalahnya 
selesai atau tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.
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3. Apabila orang yang menjabat sebagai Menteri Tafwidhi telah 
mengundurkan diri, Sakit keras yang membutuhkan waktu yang cukup 
lama untuk mengobatinya atau telah meninggal dunia. Maka Khalifah 
berhak menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai Menteri Tafwidhi. 
Jika Khalifah masih belum mendapatkan seseorang yang cocok untuk 
menjabat sebagai Menteri Tafwidhi dalam waktu dekat. Maka Khalifah 
dapat menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai Menteri tanfidzi atau 
yang disebut sebagai Menteri ad interim.   
Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa posisi seorang Khalifah 
sangatlah kuat dibandingkan rakyat.
68
 Maka dari itu, kedudukan yang dimiliki 
oleh seorang khalifah atau kepala Negara, memiliki otoritas dalam 
mengangkat seorang wazir ataupun menunjuk seorang wazir tanfidzi. 
Menurutnya, keberadan Menteri tanfidzi dalam sistem pemerintahan 
tidaklah cukup berpengaruh. Sebab, Menteri Tanfidzi hanya sebagai pelaksana 
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tugas yang otoritasnya sangatlah lemah dan syarat-syaratnya yang sangat 
sedikit, termasuk dalam mengambil Keputusan. Khalifah atau Presiden-lah 
yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengambil suatu kebijakan atau 
keputusan. Sehingga, Menteri Tanfidzi hanya merealisasikan atau 
mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah saja.  
Menurut Imam Al-Mawardi, imamah (Negara) dibentuk dalam rangka 
menggantikan posisi kenabian (nubuwwah) dalam rangka melindungi agama 
dan mengatur kehidupan dunia.
69
 Lebih lanjut, Imam Al- Mawardi sendiri 
menjelaskan bahwa hukum dari pelembagaan imamah 
(kepemimpinan,Negara) hukumnya fardhu kifayah berdasarkan ijma‟ ulama. 
Pandangan tersebut didasarkan pada realitas sejarah Khulafa‟ al-Rasyidun dan 
para khalifah sesudah mereka.  Hal ini tentunya sejalan dengan kaidah ushul 
fiqh yang berbunyi “maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib”, 
artinya suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau 
alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi. Maksud dari kaidah 
ushul fiqh tersebut ialah menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah 
kewajiban umat Islam, sedangkan sarana atau alat untuk menciptakan 
kemaslahatan tersebut adalah Negara, maka dari itu mendirikan suatu Negara 
wajib (fardhu kifayah). 
Kaidah ushul fiqh tersebut juga sesuai dengan kaidah amr bi syay „amr 
bi wasa‟ilihi yang artinya perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga 
perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Maka dari itu 
Negara sebagau penghubung atau alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi 
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2. Ibnu Khaldun  
Ibnu Khaldun atau yang memiliki nama lengkap Abu Zayd „Abd Al-
Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al hadrami yang merupakan sejarawan 
muslim dari Tunisia. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi 
Islam yang menghafal Al Qur‟an sejak usia dini. Selain itu, beliau juga 
dikenal sebagai ahli politik Islam dan ahli ekonomi Islam.
71
 Ibnu Khaldun 
mengataka bahwa jabatan wazir atau Menteri sangat penting bagi ummat 
Islam, terutama dibagian Andalusia.
72
 Dimana pada dasarnya sistem 
Kementerian yang diterapkan di Andalusia sangat mirip dengan At-Taksykil al 
wazari atau perdana Menteri pada masa sekarang ini. Setelah itu, sistem ini 
mengalami perkembangan hingga Al-Hajib atau perdana Menteri pada masa 
saat ini. Dimana pada awalnya khalifah-lah yang menjadi Perdana Menteri itu 
sendiri. Kemudian sistem ini berkembang hingga Al-Hajib atau penjaga pintu 
yang menghubungkan antara para Menteri dengan Khalifah atau raja benar-
benar menjadi perdana Menteri itu sendiri. 
Ibnu Khaldun pernah mengemukakan tentang sistem Kementerian di 
Andalusia dengan mengatakan, “sedangkan Pemerintahan Bani Umayyah di 
Andalusia, maka pada awalnya mereka menggunakan nama Al-Wazir sesuai 
dengan pengertian semula. Kemudian mereka membaginya kebeberapa bidang. 
Sehingga ada Menteri yang mengurusi tentang administrasi dan keuangan 
Negara, korespondensi, pengawas kejahatan, dan Menteri Pertahanan. Dalam 
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melaksanakan tugasnya, mereka di fasilitasi oleh Negara, dan melaksanakan 




Walaupun tidak dijelaskan secara rinci keberadaan menteri ad interim 
atau wazir tanfidzi oleh Ibnu Khaldun. Namun, sebenarnya Ibnu Khaldun telah 
menggambarkan secara tidak langsung dari Menteri ad interim yakni adanya 
Menteri yang mengurusi bagian administrasi. 
 Kementerian dalam sejarah Islam dan peradabannya merupakan 
jabatan-jabatan penting yang memberikan banyak tambahan kekuatan dan 
kekokohan pemerintah Islam. Bersamaan dengan kekhalifahan Islam dan 
pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran. Maka kita banyak 
mendapati para Menteri yang memberikan pengorbanan dan menambah 
kekokohan dan kekuatan pemerintahan Islam tidak melakukan kudeta terhadap 
lembaga kekhalifahan yang benar-benar mengalami kelemahan. Sebagaimana 
hal ini dapat dapat kita lihat pada sosok Al-Manshur bin Abu Amir di 
Andalusia dan Ibnu Al-Amid (360 Hijriyah) dibagian Timur.
74
 
 Ibnul Muqaffa‟ pernah mengatakan bahwa seorang penguasa tidak 
dapat menjalankan roda kekuasaannya dengan baik kecuali dengan bantuan 
para Menteri dan pembantu-pembantu khusus lainnya. Sedangkan 
Kementerian sendiri tidak memberikan manfaat sedikitpun kecuali dengan 
penuh ketulusan dan nasehat. Selain itu, Ibnu Abi Ar-Rabi‟ dalam bukunya 
yang berjudul suluk al-muluk fi tadbir Al-Mamalik mengatakan, “ketahuilah 
bahwasanya orang yang menjabat sebagai khalifah dan raja haruslah memiliki 
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seorang pembantu yang membantu mengatur segala urusan, membantu 
menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang, dan menjelaskan 
berbagai strategi dan pengembangannya.
75
 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Khalifah atau Presiden, tidak dapat 
menjalankan roda pemerintahan hanya seorang diri saja. Khalifah atau 
Presiden tentunya memerlukan pembantu untuk membantunya dalam 
mengurusi roda pemerintahan. Maka dari itu, Presiden atau Khalifah diberikan 
otoritas untuk mengangkat Menteri agar dapat membantunya dalam 
menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di wilayah atau di 
negaranya. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa menteri 
tidak hanya satu namun ada beberapa menteri yang mengurusi tentang 
administrasi dan keuangan Negara, korespondensi, pengawas kejahatan, dan 
Menteri Pertahanan. Jikalau Menteri yang diangkatnya berhalangan untuk 
membantu Presiden, maka Presiden berhak  menunjuk seseorang untuk 
menjabat sebagai menteri ad interim. Walaupun kewenangannya tidak sama 
dengan Menteri yang diangkat oleh Presiden secara langsung. Namun, 
keberadaan Menteri ad interim bisa membantu kinerja dari Presiden, walaupun 
hanya sebagai mediator atau hanya mengurusi dibidang administrasinya saja. 
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, 
yang mengatakan bahwa dalam berpolitik merupakan suatu keharusan, sebab 
kehidupan dalam proses politik saling menguntunkan baik dari ketertiban, 
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saling menolong untuk bersama-sama merealisasikan suatu tujuan.
76
 Tentunya 
dengan pengangkat wazir tanfidzi ini atau menteri ad interim diharapkan dapat 
merealisasikan tujuan dari suatu Negara.  
Mengenai pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan, Ibnu Khladun 
tidak setuju apabila asalnya dari daerah tertentu saja. Ibnu khaldun  
mengatakan bahwa syarat Quraisy bukanlah “harga mati” yang harus 
dilaksanakan dalam setiap masa. Alasan Ibnu Khaldun mengatakan hal 
demikian sebab, dahulu suku Quraisy memiliki wibawa dan kekuatan yang 
disegani oleh jazirah arab. Namun sejalan dengan perkembangan waktu, tidak 
tertutup kemungkinan bagi orang-orang yang berasal dari suku lain untuk 
dapat menjadi seorang wazir, asalkan orang tersebut mampu.
77
 
3. Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag 
Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag merupakan salah satu dosen di Fakultas 
Syari‟ah UIN Sumatera Utara, Medan. Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag bisa 
dikatakan sebagai ahli hukum tata negara islam masa kini, sebab banyak 
karya-karya ilmiahnya yang membahas mengenai fiqh siyasah. Salah satunya 
ialah buku yang berjudul Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi doktrin politik 
Islam”. 
Menurut Muhammad Iqbal dalam buku Fiqh Siyasah 
“Kontekstualisasi doktrin politik Islam”, wazir merupakan pembantu kepala 
Negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini 
dikarenakan Khalifah atau kepala Negara tidak akan mampu untuk menangani 
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seluruh permasalahn politik dan pemerintahan tanpa adanya orang-orang yang 




Wizarah bukanlah sesuatu hal yang baru pada pemerintahan Islam 
saja. Akan tetapi, wizarah sudah dikenal atau telah ada sejak zaman Pra Islam, 
bahkan sudah dikenal jauh pada mesir kuno, Bani Israil dan Persia Kuno.
79
 
Berdasarkan dari pengertian wazir yang memiliki arti sebagai pembantu. 
Maka Dalam sejarah Islam, para sahabat membantu nabi Muhammad saw 
dalam menjalankan tugas kerasulannya dan tugas kenegaraanya. seperti Abu 
bakar yang pernah menjadi seorang wazir atau orang yang membantu Nabi 
Muhammad saw dalam menjalankan tugas-tugas kerasulannya dan tugas 
kenegaraannya. Sepanjang sejarah, Abu Bakar a.s sangat setia menemani Nabi 
Muhammad saw hingga Nabi Muhammad saw Meninggal dunia Tak hanya 
sampai disitu, Abu Bakar juga menggantikan peran Nabi Muhammad saw 
dalam menjalankan tugas kenegaraanya yakni sebagai Khalifah. Walaupun 
pada saat penunjukan Abu bakar sebagai khalifah menimbulkan perdebatan 
atau satu sama lain.  
Pada saat Abu Bakar menjadi Khalifah, Umar bin Khattab diberikan 
amanah untuk mengurusi mengenai peradilan (al-qadha‟). Ketika masa 
kekhalifahan Abu Bakar selesai, maka Umar bin Khattab menjadi penerus 
Abu Bakar sebagai Khalifah dan peran sebagai wazir di laksanakan oleh 
Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Umar menjabat sebagai 
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khalifah, Umar membentuk beberapa lembaga formal untuk mengatur tugas 
kenegraan. Akan tetapi, pada masa ini belum dikenal istilah wazir sebagai 
kepala Negara. Lembaga-lembaga yang dibentuk tadi hanya disebut sebagai 




Pergantian jabatan yang dilakukan oleh para Khulafaurrasyidin 
menunjukkan bahwa suatu jabatan tidak boleh kosong. Sehingga diperlukan 
seseorang untuk menduduki jabatan tersebut, agar roda pemerintahan tetap 
berjalan dengan baik . 
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1. Kewenangan yang dimiliki oleh Menteri ad interim hanya dua yakni 
membuat laporan kepada Presiden dan melaksanakan perintah Presiden. 
Menteri ad interim hanya membuat suatu laporan mengenai masalah yang 
terjadi di masyarakat. Setelah laporan tersebut sampai ke Presiden maka 
jika diperlukan, Presiden berhak memerintahkan menteri ad interim untuk 
menyesaikan masalah tersebut. Tentunya dengan pengawasan oleh 
Presiden sendiri.  
2. Dari segi maslahah mursalahnya, Keberadaan Menteri ad interim dalam 
sistem pemerintahan sangatlah penting. Sebab, berdasarkan sejarah pada 
dinasti-dinasti Islam, keberadaan Menteri ad interim memberikan 
kemanfaatan dalam membantu kepala negara dalam terselenggaranya 
pemerintahan yang baik. 
3. Terdapat tiga ahli islam atau siyasi yang memberikan pendapat mengenai 
Menteri ad interim ini. Ketiga siyasi tersebut ialah Imam Al- Mawardi, 
Ibnu Khaldun dan Muhammad Iqbal. ketiganya memiliki pendapat yang 
sama mengenai Menteri ad interim yakni sama-sama menjelaskan 
keberadaan Menteri ad interim tidaklah cukup berpengaruh dibandingkan 
Menteri plenipotentiary atau dapat dikatakan bahwa kewenangan yang 
dimilikinya terbatas dan sangat lemah. sebab, Menteri ad interim hanya 
sebagai pelaksana tugas yang otoritasnya sangatlah lemah dan syarat-
syaratnya yang sangat sedikit. Menteri ad interim hanya berpacu kepada 




aturan atau keputusan yang sifatnya strategi tanpa perintah dari Presiden. 
B. Implikasi 
Implikasi dari penelitian ini ialah agar semua orang tahu eksistensi 
dari  Menteri ad interim ini . selain itu, bisa sebagai bahan pertimbangan 
pembuat undang-undang dalam membuat suatu dasar hukum menganai 
Menteri ad interim dalam mengelolah pemerintahan. sehingga, kedudukan 
dari Menteri ad interim atau wazir tanfidzi  memiliki kedudukan yang jelas 
dalam sistem pemerintahan di Indonesia 
Terbatasnya wewenang yang dimilki oleh Menteri ad interim atau 
wazir tanfidzi, membuat Menteri ad interim atau wazir tanfidzimenjadi tidak 
berkutik jika mendapatkan suatu permasalahan yang membuatuhkan 
penangnanan yang strategis. Sehingga, perlu di buatkan aturan khusus 
mengenai kewenangan Menteri ad interim  ini. Agar permasalahan yang 
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